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11.

22

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor &3
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);
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21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

24 .Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Standarisasi Perjalanan Dinas Pejabat Daerah;

25.Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
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33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang
Bersumber dari Hibah Luar Negeri atau Dalam Negeri yang
Diterima Langsung Kementerian Negara Dalam Bentuk Uang;

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

37.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

38.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor S Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2012 Nomor 10);

40.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
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Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan  Kabupaten  Mojokerto (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10);

43.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
10 Tahun 2013;

44 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 15);

45.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 13);

46.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum ( Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

47.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Mojokerto Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013;

48.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8
Tahun 2013;
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49.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

50.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

51.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);

52.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 5);

53.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

54.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing;

55.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1);

56.Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
terdiri atas :



1. Pendapatan Daerah :

a.
b.
c.

yang sah Rp.
Jumlah Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Subsidi Rp.
4) Belanja Hibah Rp.
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
8) Belanja Tidak Terduga Rp.

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Modal Rp.
Jumlah Belanja Daerah
Surplus / ( Defisit )

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

Jumlah Pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan

Pasal 2

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah

Rp.

302.841.160.000,00

Rp. 1.024.525.947.263,00

344.641.665.973,00

Rp. 1.672.008.773.236,00

904.535.503.006,00
0,00

0,00
27.230.000.000,00
11.283.750.000,00
20.610.858.738,00
104.347.429.003,00
1.350.000.000,00

Rp. 1.069.357.540.747,00

40.442.001.565,00
294.852.915.328,00
357.681.197.248,00

Rp. 692.976.114.141,00
Rp. 1.762.333.654.888,00

(Rp. 90.324.881.652,00)

101.324.881.652,00
11.000.000.000.00

Rp. 90.324.881.652,00

Rp. 0,00

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

1 dirinci

lebih lanjut tercantum dalam
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Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
tercantum dalam Lampiran IV (tidak termasuk bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Mekanisme pelaksanaan belanja untuk keperluan darurat dan
belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan dari SKPD kepada Bupati diformulasikan dalam
RKA-SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana;

b. Kajian teknis tentang program dan kegiatan sesuai dengan
kriteria belanja untuk keperluan darurat;

c. Pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

(2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat dan belanja untuk keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dulu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.






